SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,
antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan
APBD tahun anggaran 2014;

b. bahwa  berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor
47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2013 Nomor 20);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula
berjumlah Rp. 1.893.682.030.500,00
Rp. 258.767.232.573,42 sehingga menjadi Rp. 2.152.449.263.073,42 dengan

rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan
1. Semula
2. Bertambah

Rp.
Rp.

bertambah

1.258.682.030.500,00
287.728.980.706,51

Jumlah Pendapatan setelah perubahanRp. 1.546.411.011.206,51

b. Belanja
1. Semula
2. Bertambah

Jumlah Belanja setelah perubahan
Defisit setelah perubahan
c. Pembiayaan
1. Penerimaan
a) Semula
b) Berkurang
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
2. Pengeluaran
a) Semula
b) Bertambah

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun Berkenaan

Rp. 1.893.682.030.500,00
Rp. 258.767.232.573,42
Rp. 2.152.449.263.073,42
Rp. (606.038.251.866,91)
Rp. 635.000.000.000,00
Rp. (15.961.748.133,09)
Rp. (619.038.251.866,91)
Rp. 0,00
Rp 13.000.000.000,00
Rp 13.000.000.000,00
Rp. 606.038.251.866,91

Rp.

TENTANG

sejumlah



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hururf a terdiri

dari :
a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp. 51.276.085.500,00
2) Bertambah Rp. 5.179.117.992,72
Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 56.455.203.492,27
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 1.005.658.312.000,00
2) Bertambah Rp. 338.270.207.713,79
Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan Rp. 1.343.928.519.713,79
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 201.747.633.000,00
2) berkurang Rp. (55.720.345.000,00)
Jumlah lain — lain pendapatan
daerah yang sah setelah perubahan Rp. 146.027.288.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 7.787.042.000,00
2) Bertambah Rp. 4.383.770.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 12.170.812.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 1.636.252.500,00
2) Bertambah Rp. 466.257.500,00
Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 2.102.510.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula Rp. 3.311.814.000,00

2) Bertambah Rp. 279.090.492,72

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yg dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.590.904.492,27
d. Lain — lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 38.540.977.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 50.000.000,00

Jumlah lain — lain pendapatan asli daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 38.590.977.000,00



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bulan Pajak

1) Semula Rp. 598.897.748.000,00

2) Bertambah Rp. 338.270.207.713,79

Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan

pajak setelah perubahan Rp. 937.167.955.713,79
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 311.776.974.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum

setelah perubahan Rp. 311.776.974.000,00
c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 94.983.590.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp. 94.983.590.000,00

(4) Lain — lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 750.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah perubahan Rp. 750.000.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 93.951.000.000,00

2) Berkurang Rp. (23.422.415.000,00)

Jumlah dana bagi hasil pajak dari
propinsi dan pemerintah daerah lainnya

setelah perubahan Rp. (70.528.585.000,00)
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 20.033.133.000,00

2) Bertambah Rp. 11.652.070.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan

otonomi khusus setelah perubahan Rp. 31.685.203.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 87.013.500.000,00

2) Berkurang Rp. (43.950.000.000,00)

Jumlah dana bantuan keuangan dari
propinsi atau pemerintah daerah
lainnya setelah perubahan Rp. 43.063.500.000,00



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hururf b terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 573.906.575.624,97
2) Berkurang Rp. (18.334.420.611,64)
Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp. 555.572.155.013,33

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 1.319.775.454.875,03
2) Bertambah Rp. 277.101.653.185,06
Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 1.596.877.108.060,09

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 412.835.459.854,87

2) Berkurang Rp. (14.792.380.056,85)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 398.043.079.798,02
b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 14.577.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 14.577.000.000,00
c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 64.552.863.000,00

2) Berkurang Rp. (2.330.714.984,00)

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 62.222.148.016,00
d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 28.418.500.000,00

2) Berkurang Rp. (2.325.637.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 26.092.863.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 50.522.752.770,10
2) Bertambah Rp. 1.114.311.429,21
Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 51.637.064.199,31

f. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 192.257.612.611,00

2) Berkurang Rp. (8.585.275.696,00)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 183.672.336.915,00
b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 395.211.436.729,70

2) Bertambah Rp. 31.316.395.230,00

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 426.527.831.959,70
c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 732.306.405.534,33

2) Bertambah Rp. 254.370.533.651,06

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 986.626.939.185,39

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 635.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. (15.961.748.133,09)
Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp. 619.038.251.866,91

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 13.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 13.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1) Semula Rp. 635.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 15.961.748.133,09
Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah perubahan Rp. 619.038.251.866,91

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 13.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Setelah perubahan Rp 13.000.000.000,00



Pasal 5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

c. Lampiran III Rincian = Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Perjabatan;

g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah;

h. Lampiran VIIIT Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran
sebelumnya  yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dengan
Peraturan Bupati.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 7 November 2014

BUPATI NUNUKAN,
ttd

BASRI
Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
, Kg@daMn Hukum




